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GUBERNUR SUMATERA UTAM,

bahwa sebagai pelakoanaan ketentuan Pasal 6rPeraturan Daerah Nomor 3. Tahun 2011 l tentang PerubahanAnggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Provinsi $umatera Utara Tahun Anggaran 201 1, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara tentang
Penjabanan Perubahan Anggaran Perdapatan dan Belanja DaerahiProuinsi Sumatera lJtara Tahun Anggaran 20'l lsebagai landasan
operasional Pelak$anaan Perubahan APBD Tahun Anggarqn 201 1;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, peilu menetapkan Peraturan Gubemur tentang Penjdbaran
Perubahan Anggaran Pendqpatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 201 1;

Undang:Undang hlomor 24 llahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan
Provinsi Sumatera Utars {l.embaran lNegara Republik lndonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik
lndonesia Nomor iX 103);
UndangrUndang iltomor 12 ilahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran l,legara Republik lndonesia Tahun '1985 Nomor
68, Tarnbahan Lembaran Negara Republik lndon€sia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undarg Nomor 12
Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-l,ilndang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Fajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara
Republik lndonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Repuhlik lndone$ia Nomor 3569);
Undang:Undang ltlomor 21 Tahun 1997 tentang tsea Perolehan Hak,Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik lndonesia

Tahun 1997 Nomor 44, Tarnbahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3688);
Undang:undang Nornor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, KoluEi dan Nepotisnre
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3851);
Undan$Undang Nomor 17 "fahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahen Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4286);
Undang{ndang l\lomor 1 Tahun 2004 tentang Ferbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik lndoneEia Tahunt?004 Nomor 5,
Tambahsn Lembapn Negara Republik lndonesia Nomor 4355);
UndangUndang ll{omor 15 Tahun 2004 tentangiPemeriksaan Pengglolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik lndoneoia Nomor 4400);
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Undang-Undang Nomor 25 Tahu,n 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional iLembaran Negara Republifl< lndonesla

Tshun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor;1421);

Undang-Undang Nom4r 32 Tahun 2004 tentang Pernerintahan Daerah (Lembaran lNegara Republik lndOnesia Tdhun 2004 lNlomor 125,

Tambahan LembaranlNegara Republik lndonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008 lentang Ferubahan Kedua Ata's Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang lpemerintdhan Daerah

(Lrembaran Negara Republik lndqnesia Tahun 2008 lllomor 59, Tambahan Lernbaran Negara Republik lndonesia nomor 484{);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemefintah Pusat dan Femerintahan Daerah
(trembaran Negara Rqpublik lndonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesiaiNomor 4438);

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Peffnueyawaratan Rakyat, Dewan Penvakilan Rakyat, Dewan Perwakilan

Daerah danlDewan PerwakilanlRakyat Daerah (Lernbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran

Negara Republik lndonesia Nomor 5043);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daeral* (Lembaren Negara Republik lndonesia Tahun 2009
Nomor 130, ilambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5O49);
Undang-Undang Nomqr 12 Tahun 2011 tentang Penibentukan FeraturanlPerundang-undangan {LembafBn Negara Republik lndonesia

Tahun 201 1 Nomor 52 , Tambahpn Lembaran Negara Republikllndonesia Nomor 5216);
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Propinsi (Lembaran NegaralRepublikllndonesia Tahun

1950 Nomor 59);
Psraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keqangan Kepala Daerah dan Wakil Kepd{a Daerah (Lembaran

Negara Republik lndonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia N.omor 4028);
Peraturan PemerintahtNomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran

Negara Reppblik lndonesia Tahun 2004 Nomor g0, llambahantLembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4416) aebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Ferubahan,Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 ifahun 20M
tentang Kedudukan Protokoler {an Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Penrvakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2005tNomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia'Nomor 45S0);
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2005 tentgng Pengelolaan Keuangan Badan Layqnan Umum {Lembaran Negara Republlk
lndonesia Tahun 2005iNomor48, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor4502);

18. Peraturan Pemerintah,Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 h{omor 136,

Tambahan l*embaran l,legara Republik lndonesia Nomor 4574);
19. Psraturan Fpmerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republlk lndonesia Tahun 2005 Nomor

1S7, Tambalran Lembaran Negera Republik lndonesia Nomor4575);
20. Peraluran jPemerintdh Nomor156 Tahunt2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah {Lembaran Negara Republik lndonesia

T4hun 2005 Nomor 13E, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4576);

21. Poraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran lr$egara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan

Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4577);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengehlaan Keuangan Daerah (Lernbaran Negara Republik lndonesia Tahrun

2005 Nomor 140, Tamhahan Lembaran Negara Repurblik lndonesia Nomor4578);
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedomgn Penyu$unan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran

Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Npmor 4585);

Psraturan FemerintahlNomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pernbinaan dan Fengawasan Penyelenggaraan iPemerintdhan Daerah

(Lrembaran Negara Rgpublik lndonesia Tahun 2005 lrlomor 165, Tambahan Lembaran NegaraLRepublik lndonesial[lomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor I lFahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemeriritah (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2006lNomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia'Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pernerintah, Pemerintahan Daerah

Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kcjta (Lembaran Negara Republiik lndonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan

Lembaran Negara Republik lndonesia Nornor 4737);
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Peratutian Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 t€ntang Pedoman Pernyusunan Peraturan tDewan Penrakilan Rakyat Daerah tentarng Tata
Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2010 Norrnor 22, Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesia Nomor rS104);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (L€mbaran Negara Republik lndonesia Tahun
2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia tNomor 5165);
Peraturan Menleri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tenlang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun.Anggaran 2011;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pedoman Fengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah bdberapa
kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tdhun 201 'l tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
Peraturan Daerdfl Nomor 6 Tahun 2008 tentang tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Provinsi Sumatera Utara
(Lembaran Daerah Frovinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6);
Peratutan Daerdh Nomor 7 Tahun ?008 tentang Organisasi dan'Tata Kerja Sekretan{at Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 hlomor 7);
Peratuan Daerah Nomor I Tahun 2CI08 tentang Organioasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera tl.Jtara (Leryrbaran
Daeralo Provinsi Sumatera tUtara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah provinsi Surnatera Utara Nomor B);
Peraturan Daerdh Nomor g Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tala Kerja Eadan dan Lembaga Teknis Daerah Frovinsi Surnatera
Ulara (LembaraniDaerah Rrovinsi Sumalera Utara Tahun:2008 Nomor g, Tambahan Lembsran Daerah Provinsi $umatera Utara Nomor
PeratuTan Daerah Nomor 6 Tahun 2$09 tentang Organisasi dan Tata Ke$a Lembaga Lain Provinsi $umatera Utara (Lembaran Daerah
Provin$i Sumatera Utara Tahun 2009 Nornsr 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera t"Jltara Nomor 17);
Peraturan Daerdh Nomor 1 Tahun ?010 tentang Pokol+Pskok Pengelolaan Keuangan Daerah :Provinsi $umatera ,Utara (Lerrrbaran
Daeraln Provinsi $umatera fl.Jtara Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Pruvinsi Surnatera Utara nomor 23);
Peraturan Daerah Nomor Tahun 20il 1 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan lBelanja Daerah Provinsi Surnatera Utara Tahun
Anggaren 2011(Lembaran Daerah Provinsi Surnatera Utara Tahun 201 1 Nomor );

NilEMUTI'ISKAN :

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAI,I PENDAPATAN DAN BELAilJA
DAERAH PROVINSI IEUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2011

Menetapkan

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pr.ovinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 201 1, adalsh sebagai berikut ;

1. Peindapatan
a. $emula
b. Bertambah{berkurang)

Jumlah Pendapatnn setelah perubahan

2. Belanja
a. Semula
b. Bertambah/(berkurang)

Jurnlah Belanja setelah perubahan

3. Pembiayaan
a. Penerimaan

1) Semula
2) Bed*ambah/(berkurang)

Jumlah Peneriimaan setelah perubahan

Rp. 4.480.781.885.964,00
Rp. 470.079.844.110109

Rp. 4.677.861.461.564,00
Rp, 486.96,4.285.509,00

Rp, 387.997.281.600,00
Rp. 16.887.441.399,00

Rp. 4.950i858.730.074,00

Rp. 5.164t825.747.073,00-
Rp. (213"967.016.s99,00)

Rp. 404.884.722.999



b. Pengeluaran
1) Semula
2) Bertambah/(berkurang)

Jumlah Pengeluaran setelah perubahan
Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan

Penjabaran Penibahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1

ini.

Rp.
Rp.

1901917.706.000

Rp.
Rp.

Rp. 190.917.706.000
213.967.016.999,00

Pasal 2
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturran

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahulnya, memerintahkan pengundangan Feraturan Gubernur ini denganlpenempabnnya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditelapkan di Medan
padatanggal 29 November 2011

PIT. GUBERNUR SUIUIATERA UTARA,

dto

GATOT PUJO NUGROHO
Diundangkan di Medan
pada tanggal Q$ fi.ro{un'r}x.r 1cr1i

sElfflrARtS TIAERAH PROV|NSt,

/ lrt
NURfiN LUBIS

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARATAHUN 2011 NOMORTS


